
BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan………
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2008 Nomor 772);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Kecamatan dan Pembentukan Kecamatan di
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2009 Nomor 783);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 7).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011
Nomor 820);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (
Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 01);

15. Peraturan………
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014
Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2012 Nomor 832);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Sekretariat Korps Pegawai Republik
Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2012 Nomor 837);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012
Nomor 838);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 08);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN
2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Serang.

5. Satuan………
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga
Lain.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Serang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengakomodir
perubahan-perubahan yang terjadi atau permasalahan yang mendesak untuk
ditindak lanjuti pada tahun anggaran 2015 dan yang belum terakomodir dalam
RKPD 2015.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja-SKPD
Tahun 2015;

b. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun 2015;

c. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran
2015;

d. acuan………
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d. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2015;

e. acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah
(RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015; dan

f. acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Tahun 2015.

BAB III

RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

Ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2015 meliputi:

a. pendahuluan;

b. evaluasi hasil RKPD; dan

c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) Sistematika penulisan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2015
adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat Maksud dan Tujuan serta Dasar Pertimbangan.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD
Memuat Hasil Evaluasi RKPD 2014 dan Pelaksanaan Program dan
Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2015.

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
Memuat Progaram dan Kegiatan dalam Belanja Tidak Langsung,
Program dan Kegiatan Prioritas dalam Belanja Langsung, dan
Pembiayaan Daerah.

BAB IV PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sistematika penulisan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2015 merupakan dokumen
perencanaan daerah yang berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2015.

BAB VI………
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 58



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SERANG TAHUN

2015.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Kabupaten Serang 2015 disusun sebagai pedoman

dalam mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi atau permasalahan

yang mendesak untuk ditindak lanjuti pada tahun anggaran 2015 sesuai

amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang

nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2010-2015.

Perubahan RKPD Kabupaten Serang tahun 2015 disusun dengan

tujuan agar dokumen ini dijadikan sebagai :

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja-SKPD

Tahun 2015;

b. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah

Perubahan Tahun 2015;

c. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran

2015;

d. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2015;

e. acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah

(RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015; dan

f. acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun 2015.



1.2DASAR PERTIMBANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2015 disusun sebagai

tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015, dan dalam

penyusunannya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2015

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2015 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, perkuatan kebijakan

pembangunan nasional di tahun 2015 akan difokuskan pada 3 (tiga) dimensi

pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia meliputi pendidikan,

kesehatan, perumahan serta mental / karakter; pembangunan sektor

unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan

ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; serta

pemerataan (pendapatan) dan kewilayahan. Dimensi pembangunan Nasional

beserta target-target nasional yang menjadi fokus dalam Perubahan RKP tahun

2015 menjadi salah satu dasar dan rujukan dalam menentukan target kinerja

perubahan RKPD tahun 2015.

Disamping itu, perubahan RKPD 2015 juga mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei tahun anggaran

2015, diprediksikan asumsi pendapatan daerah sampai akhir tahun

anggaran akan mengalami kenaikan dari semula yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran

tahun 2015. Sebagian dari kenaikan pendapatan daerah tersebut telah

diakomodir dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

2015, karena bersifat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan.

Perubahan Peraturan Bupati tersebut selanjutnya harus diinformasikan



dalam Perubahan RKPD 2015, KUA Perubahan APBD 2015, dan

Perubahan Perda APBD 2015. Perubahan asumsi pendapatan daerah pada

tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO U R A I A N APBD 2015 APBDP 2015
KENAIKAN/

PENURUNAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3

PENDAPATAN 2,153,345,124,775 2,259,055,391,348 105,710,266,573

1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH

484,222,242,900 516,225,434,348 32,003,191,448

Pendapatan Pajak
Daerah

262,780,457,500 294,973,500,000 32,193,042,500

Hasil Retribusi Daerah 31,002,775,400 31,012,924,348 10,148,948

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

10,815,000,000 10,815,000,000 -

Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

179,624,010,000 179,424,010,000 (200,000,000)

2 DANA PERIMBANGAN 1,107,628,102,000 1,139,218,217,000 31,590,115,000

Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak

65,778,693,000 72,012,508,000 6,233,815,000

Dana Alokasi Umum 970,418,459,000 970,418,459,000 -

Dana Alokasi Khusus 71,430,950,000 96,787,250,000 25,356,300,000

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

561,494,779,875 603,611,740,000 42,116,960,125

Pendapatan Hibah 10,320,000,000 10,320,000 (10,309,680,000)

Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah
Lainnya

126,286,993,000 145,804,224,000 19,517,231,000

Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus

322,719,603,000 360,629,013,000 37,909,410,000

Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

102,168,183,875 97,168,183,000 (5,000,000,875)

- Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD tahun 2014, disimpulkan terdapat sisa lebih dari hasil

perhitungan anggaran tahun 2014 yang besarnya melebihi dari estimasi

yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam APBD 2015). Sehingga harus

dipergunakan pada tahun 2015 (perubahan APBD).

- Kondisi beberapa Perangkat Daerah yang mengharuskan melakukan

pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja, bahkan memerlukan

penambahan anggaran untuk mencapai target output yang telah

ditetapkan.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

yang menjadi landasan penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

2.1HASIL EVALUASI RKPD 2014

Untuk mengukur tingkat kinerja pembangunan yang telah

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014

dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), harus merujuk pada capaian indikator sasaran visi yang telah

ditetapkan dalam RPJMD. seperti dibawah ini :

a. meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator yang diukur

adalah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

b. menurunnya kemiskinan, dengan indikator yang diukur adalah jumlah

kepala keluarga miskin;

c. menurunnya pengangguran, dengan indikator yang diukur adalah tingkat

pengangguran terbuka (TPT); dan

d. meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian, dengan indikator yang

diukur adalah :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); PDRB ADH Berlaku;

PDRB ADH Konstan; dan PDRB perkapita ADH berlaku.

Kondisi pencapaian indikator kinerja sasaran Visi di Kabupaten Serang

Tahun 2014 serta penyesuaian target 2015 dalam Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2014 terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2
Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Kabupaten Serang Tahun 2014 dan Target 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

1
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat

Indek
Pembangunan
Manusia (IPM)

Poin 70.82 70.78 71.34

2
Menurunnya
kemiskinan

Jumlah Rumah
Tangga Miskin

RTS 62,441 59,363 60,357

3
Menurunnya

pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

% 12.37 10.72 12.06

4

Meningkatnya
kinerja dan

kualitas
perekonomian

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

% 4.65 4.12 4.85

PDRB ADH
Berlaku

Rp.
Milyar

19,045.08 19,488.89 21,006.72

PDRB ADH
Konstan

Rp.
Milyar

8,661.38 8,742.01 9,077.13

PDRB Per Kapita
(ADH Berlaku)

Rp. Juta 11.64 13,23 12,23



Pencapaian indikator kinerja sasaran 7 misi di Kabupaten Serang

Tahun 2014 serta penyesuaian target 2015 dalam Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2014 terurai dalam tabel berikut :

Tabel 3
Pencapaian Indikator Pembangunan Daerah

Kabupaten Serang Tahun 2014 dan Target 2015
Berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD 2010-2015

NO INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

misi 1 : memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual
dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara

1
Tingkat penyelesaian

konflik SARA
% 100 100 100

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaqul
Karimah Dan Berbudaya

2 Indeks pendidikan point 81.02 81.01 81.44

3
Rata-rata lama sekolah

(RLS)
tahun 7.5 7.6 7.6

4 Angka melek huruf % 96.49 99.18 96.81

5
Angka partisipasi kasar

(APK) PAUD
% 33.86 35.53 34.56

6
Angka partisipasi kasar

(APK) SD/Sederajat
% 108.98 105.62 109.22

7
Angka partisipasi

murni (APM)
SD/Sederajat

% 99.5 99.51 99.96

8
Angka partisipasi kasar
(APK) SLTP/Sederajat

% 102.97 104.45 103.15

9
Angka partisipasi

murni (APM)
SLTP/Sederajat

% 87.15 84.92 90.12

10
Angka kelulusan (AL)

SD/Sederajat
% 99.74 100 99.8

11
Angka kelulusan (AL)

SLTP/Sederajat
% 99.96 99.25 100

12
Angka putus sekolah
(APS) SD/Sederajat

% 0.11 0.09 0.09

13
Angka putus sekolah
(APS) SLTP/Sederajat

% 0.05 0.04 0.03

14
Angka Melanjutkan

(AM) SD/MI ke
SMP/MTs

% 99.02 99.05 99.53

15
Angka Melanjutkan
(AM) SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA
% 74.9 88.69 75.7

16

Tersedia satuan
pendidikan dalam jarak

yang terjangkau
dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 3 km

untuk SD/MI dan 6 km
untuk SMP/MTs dari
kelompok pemukiman
permanen di daerah

terpencil



NO INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

Tersedia satuan
pendidikan dalam jarak

yang terjangkau
dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 3 km

untuk SD/MI dari
kelompok permukiman

permanen

% 100 100 100

Tersedia satuan
pendidikan dalam jarak

yang terjangkau
dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 6 km
untuk SMP/MTs dari

kelompok permukiman
permanen

% 100 100 100

17

Jumlah peserta didik
dalam setiap

rombongan belajar
untuk SD/MI tidak

melebihi 32 orang, dan
untuk SMP/MTs tidak

melebihi 36 orang.
Untuk setiap

rombongan belajar
tersedia 1 ruang kelas
yang dilengkapi meja
dan kursi yang cukup

untuk peserta didik dan
guru

Jumlah peserta didik
dalam setiap

rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang

% 100 79.31 100

Jumlah peserta didik
dalam setiap

rombongan belajar
untuk SMP/MTs tidak

melebihi 36 orang

% 100 88.17 100

Setiap rombongan
belajar untuk SD/MI

tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi
yang cukup untuk

peserta didik dan guru
serta papan tulis

% 63.89 83.17 69.45

Setiap rombongan
belajar untuk

SMP/MTs tersedia 1
(satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup
untuk peserta didik

dan guru serta papan
tulis

% 100 88.17 100

18

Di setiap SMP dan MTs
tersedia ruang

laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik
dan minimal satu set
peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan

% 100 83.33 100



NO INDIKATOR SATUAN
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eksperimen peserta
didik

19

Di setiap SD/MI dan
SMP/MTs tersedia satu

ruang guru yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi untuk setiap

orang guru, kepala
sekolah dan staf

kependidikan lainnya;
dan di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah

dari ruang guru
Di setiap SD/MI

tersedia satu ruang
guru yang dilengkapi

dengan meja dan kursi
untuk setiap orang

guru, kepala sekolah
dan staf kependidikan

lainnya

% 68.06 68.69 72.92

Di setiap SMP/MTs
tersedia satu ruang

guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi

untuk setiap orang
guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan
lainnya

% 100 100 100

Di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah

dari ruang guru

% 100 100 100

20

Di setiap SD/MI
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6
(enam) orang guru

untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk

daerah khusus 4
(empat) orang guru

setiap satuan
pendidikan

% 72.23 84.28 73.62

21

Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk

daerah khusus tersedia
satu orang guru untuk
setiap rumpun mata

pelajaran

% 100 91.4 100

22

Di setiap SD/MI
tersedia 2 (dua) orang
guru yang memenuhi
kualifikasi akademik
S1 atau D-IV dan 2

(dua) orang guru yang
telah memiliki sertifikat

pendidik

% 100 94.9 100
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23

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV sebanyak

70% dan separuh
diantaranya (35% dari

keseluruhan guru)
telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah
khusus masing-masing

sebanyak 40% dan
20%

% 100 94.09 100

24

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat
pendidik masing-
masing satu orang

untuk mata pelajaran
Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia, dan
Bahasa Inggris

% 100 87.1 100

25

Di setiap kabupaten
semua kepala SD/MI

berkualifikasi
akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

% 100 95.72 100

26

Di setiap kabupaten
semua kepala

SMP/MTs
berkualifikasi

akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

% 100 95.16 100

27

Di setiap kabupaten
semua pengawas

sekolah dan madrasah
memiliki kualifikasi

akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

% 100 100 100

28

Pemerintah kabupaten
memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan
untuk membantu
satuan pendidikan

dalam mengembangkan
kurikulum dan proses

pembelajaran yang
efektif

% 100 100 100

29

Kunjungan pengawas
ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali

setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk
melakukan supervisi

dan pembinaan

% 100 100 100



NO INDIKATOR SATUAN
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30

Setiap SD/MI
menyediakan buku

teks yang sudah
ditetapkan

kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,

IPA, dan IPS dengan
perbandingan satu set
untuk setiap peserta

didik

% 100 79.45 100

31

Setiap SMP/MTs
menyediakan buku

teks yang sudah
ditetapkan

kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan
satu set untuk setiap

perserta didik

% 100 100 100

32

Setiap SD/MI
menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model

kerangka manusia,
model tubuh manusia,

bola dunia (globe),
contoh peralatan optik,

kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan

poster/carta IPA

% 100 57.1 100

33

Setiap SD/MI memiliki
100 judul buku

pengayaan dan 10
buku referensi, dan

setiap SMP/MTs
memiliki 200 judul buku

pengayaan dan 20
buku referensi

Setiap SD/MI memiliki
100 judul buku

pengayaan dan 10
buku referensi

% 100 89.38 100

Setiap SMP/MTs
memiliki 200 judul

buku pengayaan dan
20 buku referensi

% 100 87 100

34

Setiap guru tetap
bekerja 37,5 jam per

minggu di satuan
pendidikan, termasuk

merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan

pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran,
membimbing atau

melatih peserta didik,
dan melaksanakan

tugas tambahan

% 100 100 100

35

Satuan pendidikan
menyelenggarakan

proses pembelajaran
selama 34 minggu per

% 100 100 100
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tahun dengan kegiatan
tatap muka

36

Satuan pendidikan
menerapkan kurikulum

tingkat satuan
pendidikan (KTSP)

sesuai ketentuan yang
berlaku

% 100 100 100

37

Setiap guru
menerapkan rencana

pelaksanaan
pembelajaran (RPP)

yang disusun
berdasarkan silabus
untuk setiap mata

pelajaran yang
diampunya

% 100 100 100

38

Setiap guru
mengembangkan dan
menerapkan program

penilaian untuk
membantu

meningkatkan
kemampuan belajar

peserta didik

% 100 100 100

39

Kepala sekolah
melakukan supervisi

kelas dan memberikan
umpan balik kepada
guru dua kali dalam

setiap semester

% 100 100 100

40

Setiap guru
menyampaikan laporan

hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta
didik kepada kepala
sekolah pada akhir

semester dalam bentuk
laporan hasil prestasi
belajar peserta didik

% 100 100 100

41

Kepala sekolah atau
madrasah

menyampaikan laporan
hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan
Ulangan Kenaikan

Kelas (UKK) serta ujian
akhir (US/UN) kepada
orang tua peserta didik

dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada

Dinas Pendidikan
Kabupaten

% 100 100 100

42

Setiap satuan
pendidikan

menerapkan prinsip-
prinsip manajemen

berbasis sekolah (MBS)

% 100 100 100

43
Angka partisipasi kasar
(APK) SLTA/Sederajat

% 57.32 64.08 60.25

44
Angka partisipasi

murni (APM)
SLTA/Sederajat

% 51.12 51.03 55.45
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45
Angka kelulusan (AL)

SLTA/Sederajat
% 99.89 99.99 100

46
Angka putus sekolah
(APS) SLTA/Sederajat

% 0.47 0.18 0.32

47

Koleksi buku yang
tersedia di

perpustakaan daerah
(Rasio jumlah koleksi

judul buku yang
tersedia di

perpustakaan daerah
terhadap jumlah buku

yang tersedia di
perpustakaan daerah)

% 47.4 91.64 47.5

48

Rasio jumlah
pengunjung

perpustakaan daerah
terhadap target jumlah

kunjungan
perpustakaan daerah

% 95.83 73 100

49

Rasio jumlah
perpustakaan desa

terhadap target jumlah
desa sasaran

% 79.75 51.53 100

50

Rasio jumlah pengelola
perpustakaan desa
terhadap jumlah

perpustakaan desa

% 79.75 51.52 100

51 Indeks kesehatan (IK) Poin 66.79 66.78 67.46

52
Umur harapan hidup

(UHH)
Tahun 65.07 67.8 65.47

53
Angka Kematian Bayi

(AKB) Yang Dilaporkan

per 1.000
Kelahiran

Hidup
14 12.6 14

54 Cakupan ASI Eksklusif % 50 64.47 52

55
Cakupan bayi (0-11bln)

mendapat imunisasi
dasar lengkap

% 100 89.4 100

56
Proporsi balita gizi

buruk
% 0.29 0.1 0.28

57

Jumlah ibu meninggal
pada masa kehamilan,
melahirkan dan masa

nifas

Orang 35 50 29

58

Persentase kasus
wabah penyakit
menular yang

tertangani

% 100 100 100

59
Cakupan pelayanan

kesehatan bagi
masyarakat miskin

% 100 100 100

60
Jumlah kegiatan

promosi kesehatan
kali

500.00 11,360.00 550.00

61
Peningkatan jumlah

strata desa siaga aktif
desa 3 6 3

62
Angka kesakitan dan

kematian akibat
penyakit menular

% <1 <1 <1

63
Cakupan penduduk

yang mengunakan air
bersih

% 72 71 75
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64
Cakupan penduduk
yang menggunakan

Jamban Sehat
% 59 61.5 64

65 Cakupan rumah sehat % 55 42 60

66
Cakupan kunjungan

ibu hamil K4
% 90 81.5 95

67
Cakupan ibu hamil
dengan komplikasi

yang ditangani
% 75 113.7 80

68

Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan
atau tenaga kesehatan

yang memiliki
kompetensi kebidanan

% 88 94 90

69
Cakupan pelayanan

ibu nifas
% 90 99.3 90

70
Cakupan neonatal
dengan komplikasi

yang ditangani
% 75 84.6 80

71
Cakupan kunjungan

bayi
% 85 104.1 90

72

Cakupan
desa/kelurahan UCI

(Universal Child
Immunization)

% 95 78.2 100

73
Cakupan pelayanan

anak balita
% 85 34 90

74

Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga
miskin

% 100 56.7 100

75
Cakupan balita gizi
buruk mendapat

perawatan
% 100 100 100

76

Cakupan penjaringan
kesehatan

(pemeriksaan fisik, gigi
mulut, mata, tht, kulit)
siswa SD (kls 1, 2 & 3)

dan setingkat

% 100 984 100

77
Cakupan penemuan

dan penanganan
penderita penyakit

% 78.37 79.4 80.37

78
Cakupan pelayanan

kesehatan dasar
masyarakat miskin

% 100 100 100

79

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat

miskin

% 100 100 100

80

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)

% 90 100 100

81

Cakupan kelurahan
mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

% 100 100 100

82
Cakupan

kelurahan/desa siaga
aktif

% 80 99.4 80

83
Optimalisasi

kunjungan rumah sakit
(BOR)

% 85 85 85
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84

Persentase jumlah
peserta KB terhadap
pasangan usia subur
(Prevalensi peserta KB

aktif)

% 68 65.37 68

85
Rata-rata usia kawin
pertama perempuan

Tahun 20 19 20

86

Cakupan Pasangan
Usia Subur yang

istrinya dibawah usia
20 tahun

% 1.51 2.65 1.5

87

Cakupan sasaran
pasangan usia subur
menjadi peserta KB

aktif

% 75 69.04 75

88

Cakupan pasangan
usia subur (PUS) yang

ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet-need)

% 10.66 20.13 10.64

89
Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)

ber-KB
% 83.2 83.18 83.3

90

Cakupan PUS peserta
KB anggota usaha

peningkatan
pendapatan keluarga

sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB

% 95 76.33 95

91

Jumlah petugas
lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana

(PLKB/PKB) satu PLKB
Membina 2 Desa

PLKB 124 3.07 161

92

Ratio pembantu
pembina KB (PPKBD)

terhadap Jumlah Desa
yang ada

% 100 100 100

93

Cakupan penyediaan
alat dan obat

kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan

masyarakat

% 30 30 30

94

Cakupan penyediaan
informasi data mikro

keluarga di setiap
desa/ kelurahan

% 100 100 100

95
Jumlah penyandang

masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)

Orang
55,808

38,621
55,808

96

Penanganan PMKS
(Rasio jumlah PMKS

yang tertangani
terhadap jumlah PMKS

yang ada)

% 60 69.2 70

97

Pelaksanaan Kegiatan
Pemberdayaan Sosial
bagi PMKS melalui

KUBE dan Kelompok
Sosial Ekonomi sejanis

(UEP)

% 100 100 100

98

Ketersediaan sarana
sosial (panti asuhan,
panti jompo dan panti

rehabilitasi)

unit 87 84 90
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99

Pemberian bantuan
bagi PMKS melalui
Panti Asuhan, Panti

Jompo dan Panti
Rehabilitasi Sosial)

% 63.21 57 66.67

100

Pemberian bantuan
bagi PMKS melalui
LKKK atau yang

sejenisdi luar Panti
Asuhan, Panti Jompo
dan Panti Rehabilitasi

Sosial

% 90 90 100

101
Pemberian Bantuan
Sosial Bagi korban

bencana
% 100 100 100

102

Pelaksanaan dan
pengembangan

Jaminan Sosial bagi
Penyandang Cacat dan

lanjut usia tidak
potensial

% 97.33 96.05 100

103
Persentase desa

berstatus swasembada
terhadap total desa

% 82.33 35 100

104
Indeks pembangunan

gender (IPG)
Poin 58.79 59.24

105

PKK aktif (rasio jumlah
PKK aktif terhadap

total jumlah PKK yang
ada)

% 80 100 80

106

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan

pengaduan oleh
petugas terlatih di

dalam unit pelayanan
terpadu

% 90 100 100

107

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang

mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di RS

% 80 100 93.33

108

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas

rehablitasi sosial
terlatih bagi

perempuan dan anak
korban kekerasan di
dalam unit pelayanan

terpadu

% 75 75

109

Cakupan layanan
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas

bimbingan rohani
terlatih bagi

perempuan dan anak
korban kekerasan di
dalam unit pelayanan

terpadu

% 75 100 75
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110

Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan

pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan

terhadap perempuan
dan anak

% 60 60 80

111

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang

mendapatkan layanan
bantuan hukum

% 50 50 50

112

Cakupan layanan
pemulangan bagi

perempuan dan anak
korban kekerasan

% 50 50 50

113

Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak

korban kekerasan

% 71.43 50 83.33

114
Cakupan pembinaan

organisasi kepemudaan
% 5 13.33 5

115
Cakupan pembinaan

cabang olahraga
% 5 9.18 5

116

Cakupan SDM
kesenian (pembinaan
sumber daya manusia

bidang seni dan
budaya)

% 46 63.87 57

117

Cakupan organisasi
kesenian (pembinaan
sanggar/ kelompok
seni dan budaya)

% 55 48.28 62

118
Cakupan pelestarian

benda, situs, dan
kawasan cagar budaya

% 26.7 76,92 50

119 Cakupan kajian seni % 33.33 33.33 38.09

120 Cakupan fasilitasi seni % 6 28.57 11

121 Cakupan gelar seni % 71.43 100 90.48

122 Misi kesenian % 20.69 100 20.69

123
Cakupan tempat

kesenian
% 0 0 3

Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Dasar di Semua Wilayah

124

Proporsi panjang jalan
dalam kondisi baik dan
sedang terhadap total

panjang jalan

% 68.87 71.57 72.15

125

Proporsi panjang
draniase dalam kondisi

baik dan sedang
terhadap total panjang

drainase

% 70 75 75

126

Proporsi jumlah
jembatan dalam

kondisi baik terhadap
total jumlah jembatan

% 73.94 70.99 78.18

127
Tersedianya jalan yang

menghubungkan
pusat-pusat kegiatan

% 63 66 70
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dalam wilayah
kabupaten/kota

128

Tersedianya jalan yang
menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman

% 58.61 58.61 59.79

129

Tersedianya jalan yang
menjamin perjalanan

dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan

rencana

% 58.61 58.61 58.81

130
Tingkat pembangunan
Interchange Cikande
Tingkat ketersediaan

dokumen rencana
% 100 100 100

Tingkat pembangunan
konstruksi jalan

% 75 35 100

131

Tersedianya angkutan
umum yang melayani

wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan

kabupaten

% 55 52.44 60

132

Tersedianya angkutan
umum yang melayani
jaringan trayek yang

menghubungkan
daerah tertinggal dan

terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan
kabupaten

% 57 88.49 58

133

Tersedianya halte pada
setiap kabupaten yang
telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

% 47 26.67 80

134

Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap kabupaten

yang telah dilayani
angkutan umum dalam

trayek

% 30 37.5 38

135

Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan

guardrill) dan
penerangan jalan

umum (PJU) pada jalan
kabupaten

% 51 103.92 54

136

Tersedianya unit
pengujian kendaraan

bermotor bagi
kabupaten yang

memiliki populasi
kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib

uji

% 60 66.67 60

137

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang terminal pada
kabupaten yang telah

memiliki terminal

% 50 66.67 50
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138

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di

bidang pengujian
kendaraan bermotor
pada kabupaten yang

telah melakukan
pengujian berkala

kendaraan bermotor

% 80 41.67 100

139

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang MRLL, Evaluasi
Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten

% 40 50 40

140

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)

yang memiliki
kompetensi sebagai
pengawas kelaikan

kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan

umum

% 80 45.45 100

141

Terpenuhinya standar
keselamatan bagi

angkutan umum yang
melayani trayek di
dalam Kabupaten

% 100 47.34 100

142

Tersedianya kapal
penyeberangan yang

beroperasi pada lintas
dalam Kabupaten pada

wilayah yang telah
ditetapkan lintas

penyeberangan dalam
Kabupaten

% 60 66.67 60

143

Tersedianya kapal
penyeberangan yang

beroperasi pada lintas
dalam Kabupaten

untuk menghubungkan
daerah tertinggal dan

terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas

penyeberangan dalam
Kabupaten

% 100 66.67 100

144

Tersedianya pelabuhan
penyeberangan pada

Kabupaten yang
memiliki pelayanan

angkutan
penyeberangan yang

beroperasi pada lintas
penyeberangan dalam

Kabupaten pada
wilayah yang memiliki

alur pelayaran

% 60 75 60

145

Terpenuhinya standar
keselamatan kapal

penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT

dan kapal
penyeberangan yang

beroperasi pada lintas
penyeberangan dalam

% 100 50 100
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Kabupaten

146

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)

yang mempunyai
kompetensi sebagai

awak kapal
penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT
atau yang beroperasi di
lintas penyeberangan

dalam Kabupaten

% 50 50 50

147

Tersedianya dermaga
pada setiap ibukota
Kecamatan dalam
Kabupaten untuk

melayani kapal laut
yang beroperasi pada

trayek dalam
Kabupaten pada

wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan
tidak ada alternatif

angkutan jalan

% 60 75 60

148

Tersedianya dermaga
pada setiap ibukota
Kecamatan dalam
Kabupaten untuk

melayani kapal laut
yang beroperasi pada

trayek dalam
Kabupaten pada

wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan
tidak ada alternatif

angkutan jalan

% 60 75 60

149

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)

yang mempunyai
kompetensi sebagai

awak kapal angkutan
laut dengan ukuran di

bawah 7 GT

% 90 50 100

150
Tingkat pembangunan

Terminal Cikande :
Tingkat ketersediaan

dokumen rencana
% 83.33 50 100,00

Tingkat ketersediaan
lahan siap bangun

% 100,00

151

Cakupan fungsi
pelayanan jaringan

irigasi dalam kondisi
baik terhadap total

areal irigasi

% 84.7 84.3 89.96

152

Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi
yang sudah ada

% 85.71 84.7 85

153 Rasio Elektrifikasi % 89.05 91.18 91.05

154
Jumlah PLTS

terpasang
KVA 82 64 108
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155
Cakupan pembinaan
pelaku usaha pos dan

telekomunikasi
% 50 25 75

156

Proporsi jumlah
SD/Sederajat dan

SLTP/Sederajat dalam
kondisi baik terhadap

total jumlah
SD/Sederajat dan
SLTP/Sederajat

% 97.09 38.2 98.01

157

Proporsi jumlah
SLTA/Sederajat dalam
kondisi baik terhadap

total jumlah
SLTA/Sederajat

% 96 87.02 98

158

Rasio jumlah
puskesmas/puskesmas

pembantu dan
jaringannya dalam

kondisi baik terhadap
total jumlah

puskesmas/puskesmas
pembantu dan

jaringannya yang ada

% 67.74 77.42

159
Tingkat daya tampung

RSUD
% 91 95 92

160
Tingkat kualitas sarana
prasarana RSUD dalam

kondisi baik
% 91 95 92

161

Rumah tangga
pengguna air bersih
(Rasio jumlah rumah
tangga pengguna air
bersih terhadap total
jumlah rumah tangga

yang ada)

% 83 80 83

162

Tersedianya Akses Air
Minum yang aman

melalui Sistem
Penyediaan Air Minum

dengan Jaringan
Perpipaan dan bukan
perpipaan, memenuhi

kebutuhan pokok
minimal 60

liter/orang/hari

% 83 80 83

163
Tersedianya Sistem Air
limbah setempat yang

memadai
% 0.13 0.15 0.17

164

Tersedianya Sistem Air
limbah Skala
Kabupaten

komunitas/kaw/kota

% 0.37 0.35 0.45

165
Rasio luas lingkungan
pemukiman kumuh

terhadap luas wilayah
% 6.17 5.03 7.12

166
Cakupan penanganan

kawasan kumuh
% 5.71 8.57

167

Rumah layak huni
(Proporsi jumlah

rumah layak huni
terhadap total jumlah

rumah yang ada)

% 4.26 93.14 3.92

168
Cakupan penanganan

rumah tidak layak huni
% 5.71 8.57
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169
Kawasan kumuh (Rasio
luas kawasan kumuh
terhadap luas wilayah)

% 6.17 5.03 7.12

170

Rumah tangga
bersanitasi (Rasio

jumlah rumah tangga
bersanitasi terhadap
total jumlah rumah
tangga yang ada)

% 50 45 54

171
Berkurangnya luasan
pemukiman kumuh di

kawasan perkotaan
% 11.43 14.29

172
Cakupan ketersediaan

rumah layak huni
% 4.78 93.14 5.1

173
Cakupan layanan

rumah layak huni yang
terjangkau

% 5.71 8.57

174

Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman

yang didukung dengan
PSU

% 5.26 5.02

Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Serta Memperkuat
Struktur Perekonomian Daerah

175

Rata-rata laju
pertumbuhan realisasi

investasi (PMA dan
PMDN) per tahun

% 3 74 3

176
Tersedianya informasi
peluang usaha sektor/
bidang usaha unggulan

sektor/
bidang
usaha/
tahun

1 0 1

177

Terselenggaranya
fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan
Antara Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK)

tingkat
kabupaten/kota

dengan pengusaha
tingkat

provinsi/nasional

kali/
tahun

1 3 1

178

Terselenggaranya
promosi peluang

penenaman modal
kabupaten.

kali/
tahun

1 3 1

179

Terselenggaranya
pelayanan perizinan
dan non perizinan
bidang penanaman

modal melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di
bidang penanaman
modal Pendaftaran
Penanaman Modal
Dalam Negeri, Izin
Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri,

% 100 80 100
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Tanda Daftar
Perusahaan (TDP),
Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP),
Perpanjangan Izin

Mempekerjajan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) yang
bekerja di lebih dari 1
(satu) kabupaten/kota,

sesuai kewenangan
pemerintah

kabupaten/kota.

180

Terselenggaranya
bimbingan

pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal
kepada masyarakat

dunia usaha

kali/
tahun

1 0 1

181

Terimplementasikanny
a Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan
Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE).

% 100 100 100

182

Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
penanaman modal
kepada masyarakat

dunia usaha

kali/
tahun

1 3 1

183
Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)

% 70 3706 70

184
Ijin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK)
% 100 39 100

185 Indeks Daya Beli Point 64.66 65.11

186
Tingkat kesempatan

kerja (TKK)
% 86.71 86.71 87.35

187

Besaran pencari kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis

masyarakat

% 88 88 90

188

Besaran pencari kerja
yang mendapatkan

pelatihan
kewirausahaan

% 44.84 44.84 45.04

189
Besaran pencari kerja

terdaftar yang
ditempatkan

% 17.93 17.93 17.96

190

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
perjanjian bersama

(PB)

% 100 100 100

191
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program jamsostek

% 98.5 98.5 100

192
Besaran pemeriksaan

perusahaan
% 47.6 47.6 48.32

193
Besaran pengujian

peralatan di
perusahaan

% 48.65 48.65 50.34

194
Rata-rata laju

pertumbuhan jumlah
UMKM per tahun

% 2.1 2.49 2.2

195

Rasio jumlah usaha
mikro dan kecil

terhadap jumlah usaha
kecil dan menengah

% 90 99.45 90
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196
Rata-rata laju

pertumbuhan jumlah
koperasi per tahun

% 2.8 3.22 2.9

197

Koperasi aktif (Proporsi
jumlah koperasi aktif
terhadap total jumlah

koperasi yang ada)

% 14 27.49 15

198

Kontribusi sektor
pertanian tanaman

bahan makanan dan
perkebunan terhadap

PDRB

% 16.01 16.11

199
Jumlah produksi hasil
pertanian/perkebunan:

- Padi sawah Ton
449,558.00 455,186.00 456,301.00

- Padi gogo Ton
8,188.00 11,767.00 8,311.00

- Jagung Ton
3,523.00 5,408.00 3,576.00

- Kacang tanah Ton
4,573.00 4,721.00 4,642.00

- Kedelai Ton
712.00 1,985.00 723.00

- Ubi kayu Ton
32,863.00 23,707.00 33,356.00

- Ubi jalar Ton
15,466.00 7,521.00 15,698.00

- Kacang panjang Ton
2,085.00 29,477.00 219.00

- Bawang merah kwt
6,913.00 13,869.00 7,259.00

- Petsai kwt
24,789.00 26,966.00 25,533.00

- Cabai merah kwt
8,428.00 11,343.00 8,681.00

- Tomat kwt
3,560.00 7,734.00 3,703.00

- Terung kwt
13,329.00 22,772.00 13,728.00

- Ketimun kwt
31,920.00 40,081.00 32,878.00

- Durian kwt
110,152.00 85,276.00 11,566.00

- Mangga kwt
116,003.00 96,284.00 121,803.00

- Manggis kwt
5,097.00 2,514.00 5,249.00

- Pepaya kwt
62,148.00 30,738.00 65,255.00

- Pisang kwt
1,230,202.00 202,954.00 1,267,108.00

- Rambutan kwt
64,604.00 20,746.00 67,835.00

- Salak kwt
30,175.00 935.00 3,108.00

- Sawo kwt
46,314.00 6,338.00 47,704.00

- Melinjo kwt
813,087.00 101,739.00 83,748.00

- Kelapa Ton
9,709.00 8,628.00 9,806.00

- Kakao Ton
140.00 269.00 146.00
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- Lada Ton
165.00 112.00 167.00

- Kopi
Ton

1,807.00 1,105.00 1,825.00

- Melon kwt
2,368.00 590.00 2,439.00

- Sedap Malam Tangkai
101,976.00 230,025.00 106,055.00

200
Tingkat ketersediaan

pangan daerah

- Ketersediaan energi
per kapita

1980
kkal/kap/

hr
2,425.00 249,500.00 2,360.00

- Ketersediaan
protein/kapita/hari

56
gr/kap/hr 92.00 88.00 93.50

- Penguatan cadangan
pangan

ton
60.00 6,804.00

80,00

201
Jumlah Lumbung

Pangan
Unit

34.00 35.00
37,00

202
Ketersediaan informasi

pasokan, harga dan
akses pangan daerah

%
90.00 89.90 92.00

203 Stabilitas harga %
82.50 90.90 86.00

204
Stabilitas pasokan

pangan
%

90.00 90.90 92.00

205 Skor PPH %
82.50 84.00

206
Pengawasan dan

pembinaan keamanan
pangan

%
75.00 100.00 83.33

207
Penanganan daerah

rawan pangan
%

65.00 100.00 70.00

208
Tingkat Penerapan

Teknologi
%

73.00 75.00 75.00

209
Jumlah Kelompok Tani

Madya
%

32.00 26.49 35.00

210
Jumlah Kelompok Tani

Utama
%

18.00 11.68 20.00

211
Kontribusi subsektor
peternakan terhadap

PDRB
%

4.54 4.66

212
Jumlah

populasi/produksi
ternak:

- Populasi kambing Ekor
254,298.00 25,836.00 260,655.00

- Populasi domba Ekor
167,547.00 167,421.00 171,735.00

- Populasi kerbau Ekor
26,652.00 26,385.00 27,985.00

- Populasi ayam buras Ekor
1,948,471.00 1,958,976.00 1,997,182.00

- Populasi itik Ekor
1,435,907.00 1,448,742.00 1,471,804.00

- Produksi daging sapi
potong

Kg
1,883,312.00 1,935,826.00 1,930,394.00

- Produksi daging
kerbau

Kg
2,095,836.00 2,147,053.00 2,148,231.00

- Produksi daging
kambing

Kg
1,463,519.00 1,476,352.00 1,500,106.00
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- Produksi daging ayam
buras

Kg
1,183,124.00 1,212,980.00 1,212,702.00

- Produksi daging itik Kg
3,830,893.00 3,902,241.00 3,926,665.00

213
Luas lahan kritis yang

direhabilitasi
Ha

600.00 1,196.00 70,000.00

214
Kontribusi sektor

pertambangan
terhadap PDRB

% 0.08 0.08

215
Jumlah produksi hasil

pertambangan:

Batu Andesit m3
1,705,584.00

200,818,438.0
0

1,786,803.00

Pasir Laut m3 17,029,530.0
0

8,714,252.00
17,840,460.0

0

Pasir Darat m3
85,179.00 117,353.00 89,235.00

Tanah Merah m3
8,169.00 4,113.00 8,558.00

216
Kontribusi subsektor
perikanan terhadap

PDRB
% 1.46 1.51

217
Jumlah produksi

perikanan tangkap
Ton

10,205.00 876,005.00 10,613.00

218
Jumlah produksi

perikanan budidaya
Ton

67,190.00 6,835,468.00 68,533.00

219
Jumlah produksi
pengolahan hasil

perikanan
Ton

54.00 54.00 62.00

220
Kontribusi sektor
industri terhadap

PDRB
% 56 56

221
Kontribusi sektor

perdagangan terhadap
PDRB

% 5.35 5.4

222

Rasio Jumlah Pasar
Tradisional (milik

Pemda) yang
direvitalisiasi terhadap

total jumlah pasar

% 66.66 58.33 83.33

223

Rata-rata laju
pertumbuhan jumlah
kunjungan wisatawan

mancanegara per
tahun

% 5 56.46 5

224

Rata-rata laju
pertumbuhan jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara per tahun

% 2 20.71 2

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

225

Prosentase jumlah
usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati
persyaratan

administratif dan
teknis pencegahan

pencemaran air

% 100 100 100
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226

Prosentase jumlah
usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak
bergerak yang

memenuhi persyaratan
administratif dan

teknis pengendalian
pencemaran udara

% 80 41.06 80

227

Prosentase luasan
lahan yang ditetapkan

dan diinformasikan
status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk

produksi biomassa

% 80 80 80

228

Prosentase jumlah
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pecemaran dan/atau

perusakan lingkungan
hidup yang

ditindaklanjuti

% 90 90 90

229

Prosentase jumlah
pengawasan terhadap

pelaku kegiatan
dan/atau usaha yang

telah memiliki
dokumen lingkungan

% 90 91.76 90

230

Proporsi volume
sampah yang

tertangani (Rasio
jumlah sampah yang
ditangani terhadap
jumlah produksi

sampah)

% 1.85 5 1.97

231

Tempat Pembuangan
Sampah (TPS) per
satuan penduduk

(Rasio daya tampung
TPS per 1.000

penduduk)

m3 per
1.000

penduduk
251.50 555.00 25,683.00

Kaji ulang
pembangunan TPSA

Bojong Menteng
Dok 1 1

Misi 6 : Mengembangkan Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil

232
Ketersedian RTRW
yang ditetapkan
dengan Perda

ada /
tidak ada

ada ada

233
Persentase jumlah

kasus pelanggaran tata
ruang yang tertangani

% 100 100 100

234

Tersedianya informasi
mengenai RTR Wilayah

Kabupaten beserta
Rencana Rincinya

melalui Peta Analog
dan Peta Digital

% 24.14 50.2 34.48



NO INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

235

Terlaksananya
penjaringan aspirasi
masyarakat melalui

forum konsultasi
publik yang memenuhi
syarat inklusif dalam
proses penyusunan
RTR dan program

pemanfaatan ruang,
yang dilakukan

minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR

dan program
pemanfaatan ruang

% 100 62.5 100

236

Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan Ijin

Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan

Peraturan Daerah
tentang RTRW

Kabupaten beserta
rencana rincinya

% 30 100 50

237

Terlaksananya
tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat

tentang pelanggaran
dibidang penataan

ruang selama 5 hari
kerja

% 100 100 100

238 Puspemkab

a. Zona Inti (Utama)

Tingkat ketersediaan
dokumen rencana

% 100 80 100

Tingkat ketersediaan
lahan siap bangun

% 100

Pematangan lahan 100

B. Zona Pendukung
(Hinterland)

Tingkat ketersediaan
dokumen rencana

% 100 50 100

239 Agropolitan

Tingkat ketersediaan
dokumen rencana

% 100 100

Tingkat Pengembangan
Komoditas Unggulan

(Durian, Melinjo,
Manggis, Pisang, Duku)

% 70 80 100

Tingkat Pengadaan
Sarana Produksi

Pertanian
% 70 80 100

Tingkat Pemeliharaan
Showroom Pertanian

% 100 50 100

Tingkat Pembangunan
dan Penataan
Infrastruktur
Pendukung :

Penataan Lahan Parkir
Showroom Pertanian

Paket 1 1 1

Penataan Jalan Masuk
dan Keluar Showroom

Pertanian
Paket 0 1 1

240 Minapolitan
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Tingkat ketersediaan
dokumen rencana

% 100 100 100

Tingkat Pemeliharaan
dan Pembangunan

Sarana dan Prasarana
Strategis :

Luas Tambak Udang
yang Terevatilisasi

Ha
209.00 209.00 209.00

Luas Mangrove yang
Terehabilitasi

Ha 46.4 28 52.4

Panjang Saluran
Tersier yang

Terehabilitasi
Km 15.49 22.56 21.04

Jumlah Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)

yang Terbangun
Unit 0 1 1

Jumlah Unit Pelayanan
Teknis Terpadu yang

Terbangun
Unit 1 0 1

Jumlah Pos Pelayanan
Kesehatan Ikan
Terpadu yang

Terbangun

Unit 1 0 1

Tingkat Pembinaan
Kapasitas SDM dan

Kelembagaan Usaha :
Jumlah Industri Kecil
dan Pengolahan Hasil

Perikanan yang Terbina
UPI 130 145 140

Pelatihan Teknis
Sarana dan Prasarana
Budidaya Perikanan

KUB 40 56 60

Tingkat Pengembangan
Minawisata :

Tingkat ketersediaan
dokumen rencana

% 100 100 100

Tingkat Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Fasilitas Pendukung

Minawisata

% 66.67 66.67 100

241 KIK / LIK % 66.67 50 100

Showroom Sentra UKM
Emping Melinjo

Unit 0 0 1

Showroom Sentra UKM
Tas

Unit 1 1 1

242
Kawasan Strategis

Pariwisata
Tingkat ketersediaan

dokumen rencana
% 42.86 72 100

Tingkat Penataan
Kawasan:

Tingkat Penataan
Kawasan Eko Wisata

Situ Terate
% 50 50.58 100

Tingkat Penataan
Kawasan Penyangga

Gunung Tukung Gede
% 0 0 100

243

Tingkat pemenuhan
dokumen kebijakan

pemanfatan dan
pengelolaan Pesisir dan

pulau-pulau kecil

Renstra WP3K Dok 0 0

Rencana Zonasi WP3K Dok 0 0
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Rencana Pengelolaan
WP3K

Dok 1 1 0

Rencana Aksi WP3K Dok 0 1

244
Proporsi pemanfatan

dan pengelolaan pulau-
pulau kecil

% 35.29 41.18

Misi 7 : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta
Didukung Kondisi Sosial, Politik, Keamanan Yang Kondusif Dan Demokratis

245
Tingkat pemenuhan

pelayanan administrasi
perkantoran

% 100 100

246
Tingkat pemenuhan

sarana dan prasarana
aparatur

% 100 100

247
Tingkat penataan

kelembagaan
pemerintahan daerah

% 100 100 100

248
Tingkat pemenuhan

pendidikan dan
pelatihan PNS :

Diklat PIM II PNS 2 0 9

Diklat PIM III PNS 20 6 89

Diklat PIM IV PNS 80 0 280

Prajabatan CPNS 400 300 400

249
Tingkat indispliener

PNS
Kasus 10 12 5

250

Tingkat pemenuhan
ketersediaan dokumen
rencana lima tahunan

dan tahunan,
pelaporan kinerja dan
pelaporan keuangan

SKPD

% 100 100 100

251
Tingkat ketersediaan

data/informasi
pembangunan daerah

Kabupaten Serang
Dalam Angka

Dok 1 1 1

PDRB Kabupaten
Serang

Dok 1 1 1

IPM Kabupaten Serang Dok 1 1 1

252
Tingkat ketersediaan

dokumen perencanaan
pembangunan daerah

RPJMD Dok 0 1

RPJMD Perubahan Dok 0 0

RKPD Dok 1 1

RKPD Perubahan Dok 1 1

KUA PPAS Dok 1 1

KUA PPAS Perubahan Dok 1 1

253
Tingkat ketersediaan

dokumen evaluasi
pembangunan daerah

LKPj Dok 1 1 1

LKPj AMJ Dok 0 1
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LPPD Dok 1 1 1

LAKIP Dok 1 1 1

254

Tingkat pelaksanaan
tindak lanjut hasil

temuan pengawasan
Bidang Aparatur dan

Pemerintahan

% 80.02 85.98 80.02

255

Tingkat pelaksanaan
tindak lanjut hasil

temuan pengawasan
Bidang Perekonomian

Daerah & Kesra

% 80.02 85.98 80.02

256

Tingkat pelaksanaan
tindak lanjut hasil

temuan pengawasan
Bidang Keuangan

% 80.02 85.98 80.02

257

Tingkat pelaksanaan
tindak lanjut hasil

temuan pengawasan
Bidang Pembangunan
Sarana & Prasarana

% 80.02 85.98 80.02

258

Rasio jumlah temuan
BPK RI yang

ditindaklanjuti
terhadap total jumlah

temuan BPK RI

% 80.02 86.28 80.02

259

Ketersediaan Indeks
Kepuasaan Masyarakat

(IKM) terhadap
pelayanan publik dan
pemerintahan daerah

ada/ tidak
ada

ada ada ada

Kategori nilai indeks
kepuasan masyarakat

(IKM)

(A, B, C,
D, E)

B B B

260
Nilai kinerja

pemerintah daerah

Peringkat
(A, B, C,

D)
B C B

261 Pendapatan Daerah

Jumlah pendapatan
daerah

Rp. Milyar 1,672.66 2,012.06 1,683.24

Jmlah pendapatan asli
daerah (PAD)

Rp. Milyar 352.79 464.32 363.37

Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah

% 21.09 23.08 21.59

262
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
pemerintah daerah

WTP/
WDP/
TMP

WTP WTP WTP

263

Rasio jumlah SKPD
yang telah menerapkan

arsip secara baku
terhadap total jumlah

SKPD yang ada

% 100 96.83 100

264

Rasio jumlah pengelola
kearsipan/fungsional

SKPD terhadap jumlah
SKPD yang ada

% 100 96.83 100

265
Rasio jumlah sarana
dan prasarana SKPD
terhadap total SKPD

% 70 97 80



NO INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

yang ada

266

Cakupan kepemilikan
KTP (Rasio jumlah

penduduk yang
memiliki KTP terhadap
jumlah penduduk wajib

KTP)

% 95 95.55 100

267
Rasio kepemilikan akta

kelahiran per 1.000
penduduk

% 93 757 100

268

Tingkat pelayanan
pembuatan KK dan

KTP (Rasio pengajuan
terhadap realisasi

pembuatan KK dan
KTP secara tepat

waktu)

% 95 100 100

269
Cakupan Penerbitan

Kartu Keluarga
% 100 79.15 100

270
Cakupan Penerbitan

KTP
% 100 77.42 100

271
Cakupan Penerbitan

kutipan Akta Kelahiran
% 94.49 75.57 94.92

272
Cakupan Penerbitan

kutipan Akta kematian
% 94.49 0.72 94.92

273

Proporsi jumlah
transmigrasi umum

terhadap total jumlah
transmigran

% 2 2

274

Terbangun dan
teraksesnya media

pelayanan informasi
daerah

% 100 100 100

275

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian

Informasi Melalui
Media massa

kali per
tahun

12 12 12

276

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian

Informasi Melalui
Media baru

Hari per
tahun

240 365 240

277

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian

Informasi Melalui
Media tradisional

kali per
tahun

2 0 3

278

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian

Informasi Melalui
Media interpersonal

kali per
tahun

2 1 3

279

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian

Informasi Melalui
Media luar ruang

kali per
tahun

2 12 2

280

Cakupan
pengembangan dan

pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di
tingkat kecamatan

% 20 0 25



NO INDIKATOR SATUAN
2014 TARGET

2015TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

281

Rasio jumlah kasus
kantrantibmas dan

tindak kriminal yang
ditindaklanjuti

terhadap total jumlah
kasus kantrantibmas
dan tindak kriminal

yang terjadi

% 60 30.49 63.33

282

Cakupan penegakan
peraturan daerah dan

peraturan kepala
daerah

% 66.67 30.49 66.67

283

Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan

ketentraman
masyarakat

patroli
dalam
sehari

100 100 100

284
Cakupan pembinaan
organisasi politik dan

kemasyarakatan
% 100 100 100

285

Raperda yang disetujui
DPRD tahun berkenan

(Proporsi jumlah
Raperda yang disetujui
DPRD menjadi Perda

terhadap jumlah
Raperda yang

diusulkan)

% 100 100 100

286
Cakupan pencegahan

bencana
% 100 100 100

287
Cakupan

penanggulangan
korban bencana

% 100 100 100

288
Cakupan evakuasi
korban bencana

% 100 100 100

289

Tingkat ketersediaan
dokumen

penanggulanan
bencana

% 100 100 100

290
Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran

% 100 100 100

291
Tingkat waktu tanggap

(response time rate)
Daerah Layanan WMK

% 75 75 75

292

Persentase Aparatur
Pemadam Kebakaran

Yang Memenuhi
Standar Kualifikasi

% 100 0 100

293

Jumlah Mobil
Pemadam Kebakaran

Diatas 3000-5000 Liter
Pada WMK

% 83 0 83

294
Cakupan penanganan
daerah rawan bencana

% 80 100 90

295
Cakupan rehabilitasi

dan rekonstruksi
korban bencana

% 80 40 90



2.2PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2015

Selanjutnya sampai pada triwulan I pelaksanaan RKPD tahun 2015,

evaluasi dilakukan dalam bentuk progres penyerapan anggaran setiap SKPD,

sebagai berikut :

Tabel 4
PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN PERTAMA

APBD TAHUN 2015 PER SKPD

NO SKPD BELANJA LANGSUNG REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Disdikbud 202,339,224,998 9,978,192,381 4.93

2 Akper 4,287,753,236 115,641,690 2.70

3 Dinkes 96,879,917,987 3,322,756,738 3.43

4 RSUD (BLUD) 124,000,000,000 22,543,762,023 18.18

RSUD (Subsidi) 22,428,549,198 - -

5 DPU 259,925,122,687 12,118,184,474 4.66

6 BPBD 4,539,732,318 541,969,459 11.94

7 DTRBP 70,364,060,261 2,543,680,465 3.62

8 Bappeda 11,157,347,446 551,506,289 4.94

9 Dishubkominfo 53,298,324,690 5,501,538,026 10.32

10 B L H 4,338,725,034 344,855,703 7.95

11 Disdukcapil 5,306,125,122 367,056,842 6.92

12 BKBPMP 19,262,980,150 997,113,500 5.18

13 Dinsos 4,272,913,435 708,811,221 16.59

14 Disnakertrans 8,232,148,797 909,711,998 11.05

15 Diskopperindag 17,961,507,061 1,319,411,405 7.35

16 Satpol PP 2,426,147,773 334,941,183 13.81

17 Setda 129,137,597,305 2,639,618,442 2.04

18 Set DPRD 36,404,461,689 3,873,095,206 10.64

19 Dispenda 9,592,344,150 498,716,464 5.20

20 Inspektorat 5,711,273,982 619,296,607 10.84

21 B K D 5,497,448,171 451,372,581 8.21

22 Kecamatan 20,300,000,000 4,057,808,415 19.99

23 BPTPM 2,458,808,947 610,073,196 24.81

24 U L P 1,472,446,023 193,528,202 13.14

25 Set DP Korpri 433,963,021 58,657,000 13.52

26 BPPKP 9,044,893,058 88,400,807 0.98

27 KAPD 1,489,460,286 261,994,086 17.59

28 Dispertahutbunnak 16,089,745,089 114,275,606 0.71

29 Disparpora 7,554,994,575 247,303,671 3.27

30 DKPESDM 17,086,679,418 663,318,292 3.88

1,173,294,695,907 76,576,591,972 6.53



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

3.1PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rencana perubahan alokasi anggaran dalam Belanja Tidak langsung

tahun 2015 sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 5
Rencana Perubahan Belanja Tidak langsung tahun 2015

URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,329,572,909,840.00 45,123,191,018.00 1,374,696,100,858.00

BELANJA PEGAWAI 1,052,888,976,510.00 (434,400,000.00) 1,052,454,576,510.00

Gaji dan Tunjangan 652,128,427,000.00 652,128,427,000.00

tambahan penghasilan PNS 113,529,451,985.00 113,529,451,985.00

Belanja penerimaan lainnya 272,629,629,000.00 (434,400,000.00) 272,195,229,000.00

Belanja penunjang komunikasi
pimpinan dan anggota DPRD

3,780,000,000.00 3,780,000,000.00

penunjang ops KDH dan
WKDH

600,000,000.00 600,000,000.00

TP Guru 3,000,000,000.00 (434,400,000.00) 2,565,600,000.00

Tunjangan Profesi Guru 265,249,629,000.00 265,249,629,000.00

insentip pemungutan pajak daerah 13,139,022,875.00 13,139,022,875.00

insentip pemungutan retribusi daerah 1,462,445,650.00 1,462,445,650.00

BELANJA HIBAH 84,963,766,358.00 6,530,000,000.00 91,493,766,358.00

Belanja Hibah kepada Pemerintah
Pusat

63,093,461,358.00 - 63,093,461,358.00

Belanja Hibah kepada Instansi
Vertikal

63,093,461,358.00 - 63,093,461,358.00

KPUD ( Pemilukada Kab.
Serang Tahun 2015 )

21,103,272,358.00 21,103,272,358.00

Panwas (Pemilukada Kab.
Serang Tahun 2015)

8,800,000,000.00 8,800,000,000.00

KPUD ( Fasilitasi Anggota
Linmas )

1,440,000,000.00 1,440,000,000.00

Polres Serang ( Pengamanan
Pilkada )

2,559,252,000.00 2,559,252,000.00

Polres Cilegon (Pengamanan
Pilkada )

525,250,000.00 525,250,000.00

Kodim Serang ( Pengamanan
Pilkada )

843,750,000.00 843,750,000.00

Kodim Cilegon ( Pengamanan
Pilkada )

333,827,000.00 333,827,000.00

Operasional dan Transfortasi
Jema'ah haji

845,840,000.00 845,840,000.00

Guru MDA 1 Tahun 3,754,800,000.00 3,754,800,000.00

Pendamping Guru MDA 1
Tahun

75,096,000.00 75,096,000.00

Guru Ngaji 1 tahun 2,639,400,000.00 2,639,400,000.00

Pendamping Guru Ngaji 1
tahun

105,576,000.00 105,576,000.00

Pengurus/Pemandi Jenazah 1
Tahun

540,400,000.00 540,400,000.00

Pendamping/Pengurus
Pemandi Jenazah

18,528,000.00 18,528,000.00

Monev Penyaluran
Bantuan/Pembinaan

108,470,000.00 108,470,000.00

Hibah Kepada Balai Sumber
daya air

19,400,000,000.00 19,400,000,000.00

Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi

14,805,305,000.00 6,530,000,000.00 21,335,305,000.00

Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi

5,800,000,000.00 - 5,800,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Kemasyarakatan

Hibah Kepada LPTQ
Kabupaten Serang

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

Hibah Panitia Sosialisasi
Penanganan Faham

Radikalisme

300,000,000.00 300,000,000.00

Hibah Panitia Raker dan
Pemilihan Pengurus

Baznasda

150,000,000.00 150,000,000.00

Musda KNPI Kabupaten
Serang Jl.Bhayangkara Kebon

Kubil Serang

150,000,000.00 150,000,000.00

Hibah kepada Yayasan Bani
Syifa

200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi

Profesi

9,005,305,000.00 6,530,000,000.00 15,535,305,000.00

Pembinaan Generasi Muda,
KNPI dan Kepramukaan

525,000,000.00 - 525,000,000.00

- Kepramukaan/ Kwarcab 450,000,000.00 450,000,000.00

- Lembaga koordinasi
Kesejahtraan Sosial

50,000,000.00 50,000,000.00

- ORARI Lokal Serang 10,000,000.00 10,000,000.00

- LSM Surindo Jl. Jend.
Sudirman KSB Blok E No.

7

5,000,000.00 5,000,000.00

- LSM Pasopati Kp. jambu
Desa Bulakan Kec.

Cinangka Kab. Serang

5,000,000.00 5,000,000.00

- LSM karya Masyarakat
Mandiri Jln. Kahuripan Kp.

Pelawad

5,000,000.00 5,000,000.00

Organisasi Profesi 550,000,000.00 - 550,000,000.00

- PMI Kabupaten Serang 550,000,000.00 550,000,000.00

Badan/Lembaga/Organisasi
keagamaan

685,305,000.00 - 685,305,000.00

- PC. Muslimat NU Kab.
Serang

5,000,000.00 5,000,000.00

- Baznasda Kab. Serang 680,305,000.00 680,305,000.00

Hibah Pembinaan Cabang
Olah Raga Prestasi

5,650,000,000.00 - 5,650,000,000.00

- KONI Kab. Serang 5,650,000,000.00 5,650,000,000.00

Bantuan Stimulasi Sarana
Madrasah

450,000,000.00 - 450,000,000.00

- MTs Darul Ulum Ds.
Angsana Kec. mancak

50,000,000.00 50,000,000.00

- MDA Al Falah Kp.
Sukamaju Ds. Sukajadi

Kec. Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- MD Nurul Falah Kp.
caringin Lebak Ds/Kec.

Tunjung Teja

50,000,000.00 50,000,000.00

- MD Hidayatul Bidayah Kp.
Nagrog Desa Pudar Kec.

Pamarayan

50,000,000.00 50,000,000.00

- YPI MDA Raudhatul Falah
Desa Malabar Kec.

Bandung

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Bina Kusuma
Sejahtera Desa Beberan

Kec. Ciruas

50,000,000.00 50,000,000.00

- YPI Al khairiyah Kp. Kareo
Cangkudu Ds. Kareo Kec.

Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- YPI Al Falah Kp. Gabus
Sukamaju Desa Gabus

Kec. Kopo

50,000,000.00 50,000,000.00

- MDA Miftahul Huda
Kapling Citra Pelamunan
RT 05/01 Ds. Pelamunan

Kec. Kr Watu

50,000,000.00 50,000,000.00

Hibah Sarana Keagamaan 220,000,000.00 - 220,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

kepada Pondok Pesantren

- Ponpes Modern Bayt Al
Qur'an Ds. Sukatani Kec.

Cikande

20,000,000.00 20,000,000.00

- Ponpes Salafiyah
Roudhotul Qur'an

Mekarsari Kec. Carenang

20,000,000.00 20,000,000.00

- YPI Al Falah Ds. Gabus
Kec. Kopo Serang

20,000,000.00 20,000,000.00

- YPI Al Khairiyah Ds.
Kareo Kec. Jawilan

20,000,000.00 20,000,000.00

- Yayasan al Hikmah
Ponpes al Hikmah Ds.

Renged Binuang

20,000,000.00 20,000,000.00

- YPI At Tooba SMP Islam
Terpadu Desa Mekar Baru

Kopo

20,000,000.00 20,000,000.00

- Ponpes Hidayatul
Mubtadi'in Ds/Kec.

Tunjung Teja

20,000,000.00 20,000,000.00

- Yayasan Ponpes Nurul
Iman Arrusandiyah

Gembor Uduk Cikande

20,000,000.00 20,000,000.00

- Ponpes baitul Ahzan Ds.
Tenjoayu Kec. Tanara

20,000,000.00 20,000,000.00

- Ponpes Al Miftah Kp.
Bojonglor Ds. Pasauran

Kec. Cinangka

20,000,000.00 20,000,000.00

- Ponpes Putra Putri
Miftahul Ibtida Kp.

Kabayan Desa Mekar
Baru Kec. Kopo

20,000,000.00 20,000,000.00

Hibah Sarana Keagamaan
kepada Mushola

75,000,000.00 - 75,000,000.00

- Mushola Banurrohman
Ds. Penggalang Kec.

Ciruas

15,000,000.00 15,000,000.00

- Mushola Nurul Huda
Kp/Ds. Penggalang Kec.

Ciruas

15,000,000.00 15,000,000.00

- Mushola Nurul Iman Ds.
Bendung Kec. Bandung

15,000,000.00 15,000,000.00

- Mushola Al Barokah Kp.
Cirame Ds/Kec. cikeusal

15,000,000.00 15,000,000.00

- Mushola Nihyatul Amal
Ds. Pabuaran Kec.

Pabuaran

15,000,000.00 15,000,000.00

Hibah Sarana Keagamaan
kepada Majlis Ta'lim

100,000,000.00 - 100,000,000.00

- MT. Nurul Amal Ds. Banyu
Wangi Kec. Pulo Ampel

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Nurul Ibad Ds.
Argawana Kec. Pulo

Ampel

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Nurul Hidayah Ds.
Banyu Wangi Kec. Pulo

Ampel

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Miftahul Ulum Ds.
Panyabrangan Kec.

Cikeusal

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Miftahul Hidayah Kp.
Kawaron Ds. Telaga
Luhur Kec. Waringin

Kurung

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Anwariyah Ds.
Mekarsari Kec. Carenang

10,000,000.00 10,000,000.00

- MT. Bani Mansur Ds.
Pancanegara Kec.

Pabuaran

10,000,000.00 10,000,000.00

- Pan Pemb MT. Asroriyah
Ds. Sindangheula Kec.

Pabuaran

10,000,000.00 10,000,000.00

- Pan Pemb MT. Aqidatun
Naqiyah Ds. Telagaluhur

Kec. Wr. Kurung

10,000,000.00 10,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

- MT Al Hidayah Bimurulir
Baliatil Masyakoh Ds
Kamurang Cikande

10,000,000.00 10,000,000.00

Hibah Sarana Keagamaan
kepada Mesjid

750,000,000.00 - 750,000,000.00

- Kegiatan Bantuan Jumling
29 Kec. X @ Rp.

10.000.000.-

290,000,000.00 290,000,000.00

- Kegiatan Bantuan Tarjung
29 Kec. X @ Rp.

10.000.000.-

290,000,000.00 290,000,000.00

- Panitia Pembngunan
Mesjid Jmai Al Barokah

Pelamunan

50,000,000.00 50,000,000.00

- DKM Mesjid jami Al Ishlah
Ds. Kencana Harapan

Pontang

10,000,000.00 10,000,000.00

- Mesjid Jami Al Mun
awaroh Ds. Pasirwaru

Kec. Mancak

10,000,000.00 10,000,000.00

- Mesjid al Khaeriyah Ds.
Ciherang Kec. Gunungsari

10,000,000.00 10,000,000.00

- Mesjid Al
Jam'iyatulIklasyiyah Kp.
Tanjung Tenggulung Ds.

Pakuncen Kec.
Bojonegara

10,000,000.00 10,000,000.00

- Mesjid pulo Tunda 50,000,000.00 50,000,000.00

- Mesjid Al Hikmah Ciujung
City Komplek Ciujung Ds.
Kendayakan Kec. Kragilan

30,000,000.00 30,000,000.00

Panitia Pilkades Desa 0.00 6,530,000,000.00 6,530,000,000.00

Belanja Hibah kepada
Kelompok/Anggota Masyarakat

7,065,000,000.00 - 7,065,000,000.00

Belanja Hibah kepada
Kelompok/Anggota Masyarakat

7,065,000,000.00 - 7,065,000,000.00

Bantuan Kepada Kelompok
Masyarakat/Perorangan

6,765,000,000.00 - 6,765,000,000.00

- Persatuan Pedalang
indonesia

10,000,000.00 10,000,000.00

- Persatuan Keluarga Besar
Purnawirawan Polri Kab.

Serang

5,000,000.00 5,000,000.00

- Panitia Pelaksana Diklat
Jurnalis Surat Kabar Fakta

Indonesia

5,000,000.00 5,000,000.00

- Bhakti Sosial Lembaga
Reclessering indonesia

20,000,000.00 20,000,000.00

- Pengurus Forum Pemuda
Sarjana Penggerak

Pembangun Pedesaan

10,000,000.00 10,000,000.00

- Himpunan Diklat dan
Kewirausahaan Indonesia

5,000,000.00 5,000,000.00

- Himpunan Mahasiswa
Waringin Kurung

HIMAWAR

5,000,000.00 5,000,000.00

- Musabaqoh Hifdil Qur'an
Zujama Tk. Kab. Serang

10,000,000.00 10,000,000.00

- Pembangunan Panti Pijat
Hasta Rezeut Regar

Purwadadi Kp. Ragas Ds.
Purwadadi Kec.

Lebakwangi

5,000,000.00 5,000,000.00

- Forum Masyarakat
pelestarian Lingkungan
Bojong Loa Harendong

pamarayan

10,000,000.00 10,000,000.00

- Panitia DAM IMM
Kab.Serang

20,000,000.00 20,000,000.00

- Panitia Raker FKMD
Kab.Serang

25,000,000.00 25,000,000.00

- Raker Forum Guru Ngaji
Kab. Seran gGd. BKM

Pisang Mas Serang

35,000,000.00 35,000,000.00

- Kelompok Budi daya 25,000,000.00 25,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Jamur Ds.Bandung
Kec.Bandung

- Kelompok Budidaya jamur
Ds. bandung Kec.

bandung

30,000,000.00 30,000,000.00

- Persatuan Pencak Silat
Kidudut Kab. Serang
Cabang Komp. Savira

35,000,000.00 35,000,000.00

- Budidaya Ternak lele
Ds/Kec. pabuaran

50,000,000.00 50,000,000.00

- Panitia Tablig Akbar
Kabupaten Serang Ds.

Baros Kec. Baros

50,000,000.00 50,000,000.00

- PHBI Remaja Islam
Masjid larangan Ds.

Walikukun Kec. Carenang

10,000,000.00 10,000,000.00

- Hibah kepada Tokoh
Masyarakat

181,000,000.00 181,000,000.00

- Yayasan Fitrah Insani
Kramatwatu

50,000,000.00 50,000,000.00

- Forum Komunikasi
Pemuda BPP Kramatwatu

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Binacipta
Pabuaran

50,000,000.00 50,000,000.00

- Terpadu Modern Ahkamul
hakimin Cikande

100,000,000.00 100,000,000.00

- Mushol;a Al-Ikhlas Kopo 50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan PAUD Gagak
Cikeusal

50,000,000.00 50,000,000.00

- Balasingandaru Serang 50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Jami Nurul Huda
Kp.Pasar Ds.Sukadana

Ciomas

70,000,000.00 70,000,000.00

- Masjid Jami
Almusyaraturrasyad

Kp.Sukamekar
Ds.Sukabares Ciomas

30,000,000.00 30,000,000.00

- Islamic centre Kecamatan
Ciomas Jl.Raya Ciomas

Mandalawangi

50,000,000.00 50,000,000.00

- Persatuan Pemuda
Cipicung Ds.Situ Ciomas

50,000,000.00 50,000,000.00

- Madrasah Diniyah
Taklimiyah Alawiyah

Tarbiyatul Aulad Jl.Raya
Panenjoan Kp.Macute

Ds.Tabuan Mancak

50,000,000.00 50,000,000.00

- Risma Baiturrahman
Kp.Blokang

Ds.Balekambang Mancak

50,000,000.00 50,000,000.00

- DKM Masjid Alwahdah
Jl,Perum Taman

Sejahtera Kp.Kandang
Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Muda Peduli Mengabdi
Ds.Perum Taman

Sejahtera Kp.Kandang
Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Al-Ikhlas
Kp.Pamengkang
Ds.Pamengkang

Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Masjid Ta'lim Albarokah
Kp.Wanasaba
Ds.Toyomerto
Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Persatuan Pemuda Olah
Raga Tingkat Kecamatan

Kp.Pamengkang
Ds.Pamengkang

Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Risma
Kec.Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Pondok Pesantren Al-
Mukhtar Kp.Kalumpang

25,000,000.00 25,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Ds.Kalumpang
Padarincang

- Madrasah Alkhaeriyah
Kalumpang Padarincang

25,000,000.00 25,000,000.00

- Teratai Comunity Kp.baru
Eksodan Ds.Curug Goong

Padarincang

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Komunikasi
Remaja Islam Kp.Pasir

ceri Ciberem Padarincang

25,000,000.00 25,000,000.00

- Barisan Muda Warakas
Kp.Warakas Ds.Warakas

Lebakwangi

50,000,000.00 50,000,000.00

- Kelompok Ternak Itik
Kp.Puji Ds.Kubang Puji

Kec.Pontang

50,000,000.00 50,000,000.00

- MTS Darussalam
Kp.Nyompok Tengah
Ds.Nyompok Kopo

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Nurul Falah
Kp.Pasir Kemuning

Ds.Kemuning Banjarsari

25,000,000.00 25,000,000.00

- Club KMA (Kurnia Mandiri
Anyar) Simpang Tiga
Ds.Mekarsari Anyar

25,000,000.00 25,000,000.00

- MT.Miftahul Mubtadiin
Kp.Sukaraja Ds.Curug
Goong Padarincang

25,000,000.00 25,000,000.00

- LPP De Genius Ds.Bantar
Waru Cinangka

25,000,000.00 25,000,000.00

- Madrasah Diniyah Al-
Asmani Kp.Ragas Masigit

Kec.Carenang

50,000,000.00 50,000,000.00

- Pondok Pesantren Al-
Istiqomah Kp.Babakan

Binong Ds.Pasir Kembang
Pamarayan

10,000,000.00 10,000,000.00

- Forum Silahturahmi LSM
Peripun Ds.Kragilan

Kec.Kragilan

10,000,000.00 10,000,000.00

- Pondok Pesantren Al-
Ikhlas Kp.Kemang

Ds.Angsana Mancak

50,000,000.00 50,000,000.00

- HMI Komisariat Staikha
Petir Kubang Petir

10,000,000.00 10,000,000.00

- Majlis Ta'lim Darul Ulum
Kp.Mangir Ds.Binong

Pamarayan

10,000,000.00 10,000,000.00

- Paud Kober Selar
Kp.Pasir Malang

Ds.Panyambung Cikeusal

10,000,000.00 10,000,000.00

- Mushola Baitul Iman
Kp.Pengrango Kendal

Ds.Lambangsari
Bojonegara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Mushola Hidayatul Jadid
Kp.Sinar Maju

Ds.Lambangsari
Bojonegara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Risma Nurul Falah
Kp.Pangrango

Ds.Lambangsari
Bojonegara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ikatan Bola Volly
Pangrango

Ds.Lambangsari
Bojonegara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ikatan Pemuda Candi
(IPCA) Kp.Candi

Ds.Puloampel
Kec.Puloampel

25,000,000.00 25,000,000.00

- Organisasi Pemuda
Cikubang (OPEC)

Ds.Argawana
Kec.Puloampel

25,000,000.00 25,000,000.00

- Majelis Ta'lim Darul Iman
Bakri Ds.Sumuranja

20,000,000.00 20,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Kec.Puloampel

- MTS Al-Khairiyah
Pengoreng

Ds.Mangunreja
Kec.Puloampel

20,000,000.00 20,000,000.00

- MT Tarbiyatul Akhlak
Kp.Kejayaan Ds.Pejaten

Kramatwatu

10,000,000.00 10,000,000.00

- Remaja Daarudakwa
(radar) Cicongkok

25,000,000.00 25,000,000.00

- Kelompok Pemuda Usaha
Tani Cikeusal

25,000,000.00 25,000,000.00

- Yayasan Pelangi Hati
Serang Kec.Petir

50,000,000.00 50,000,000.00

- Pembangunan Madrasah
Al-Hidayah Kec.Cikeusal

20,000,000.00 20,000,000.00

- Majelis Ta'lim Al-Barkah
Kec.Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Nina Insani
Kec.Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Fijar (Kepemudaan)
Kec.Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Nurul Huda
Ds.Pamong Ciruas

50,000,000.00 50,000,000.00

- Kelompok Usaha Pemuda
Mandiri Kec.Ciruas

50,000,000.00 50,000,000.00

- Pondok Pesantren Madrijil
Ulum Ds.Pamong Ciruas

20,000,000.00 20,000,000.00

- Masjid Al Ubad
Ds.Singamerta Ciruas

50,000,000.00 50,000,000.00

- Resing (Remaja
Singamerta) Ciruas

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majlis Ta'lim Nurul huda
Ds.Pelawad Ciruas

20,000,000.00 20,000,000.00

- Majlis Ta'lim Al-Qomariyah
Kp.Pengareng Ds.Pejaten

Kramatwatu

50,000,000.00 50,000,000.00

- Organisasi Pemuda "Bina
Karya" Pejaten

Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Komunikasi
Pemuda Kp.Pengarengan
Ds.Pejaten Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Majelis Sholawat
Kp.Pinang Sari Ds.Pejaten

Kramatwatu

20,000,000.00 20,000,000.00

- Majelis Ta'lim Al-Ikhlas
Tunjungteja

50,000,000.00 50,000,000.00

- Forum Pemuda Tunjung
Teja (FORDATUTERA)

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid As-Syuhada
Malanggah Tunjung Teja

20,000,000.00 20,000,000.00

- Masjid Jami Nurul Huda
Kp.Pasar Ds.Sukadana

Ciomas

114,000,000.00 114,000,000.00

- Forum Komunikasi
Pemuda Jawilan Ds.Bojot

Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Daarul
Ahkam Ds.Cemplang

Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Nurul Yakin 20,000,000.00 20,000,000.00

- Forum Barisan Remaja
Pasauran (FBRPASI)

Ds.Umbul Tanjung
Cinangka

50,000,000.00 50,000,000.00

- Persatuan Pemuda
Kamasan (PPK)

Ds.Kamasan Cinangka

20,000,000.00 20,000,000.00

- Annajiah Ds.Kamasan
Cinangka

50,000,000.00 50,000,000.00

- Pondok Pesantren Salafi
Al Durrotunnaqiyah

Kp.Kepuh

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Al Amin Cipacung 25,000,000.00 25,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Ds.Karang Suraga
Kec.Cinangka

- Aliansi Pemuda Pariwisata
dan MAsyarakat Pesisir

Selat Sunda Anyar
(PERMESTA) Kp.Rahayu

Anyar

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Perempuan Peduli
Anyar Ds.Sindang Mandi

Anyar

25,000,000.00 25,000,000.00

- Paguyuban Pemuda
Cipacung Ds.Karang

Suraga Cinangka

25,000,000.00 25,000,000.00

- Musholla Al Ikhlas Bumi
Waringin Arsi

Ds.Mekarsari Anyar

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ikatan Pemuda Desa
Melati

Kec.Waringinkurung

25,000,000.00 25,000,000.00

- Majelis Ta'lim Al Barkah
Kp.Ciawet Lebak

Ds.Majasari Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Bina Insani
Kragilan Perum Graha

Cisait A15 No.51

50,000,000.00 50,000,000.00

- Fijar (Kepemudaan)
Jl.Haredang Pamarayan

Kec.Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Nurul Ulum 20,000,000.00 20,000,000.00

- Kelompok Kepemudaan
Panca Intan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Irsyadul
Mubtadi'in

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Al Paizuun
Ds.Laban Kec.Tirtayasa

25,000,000.00 25,000,000.00

- Pondok Pesantren
Raudatul Hikmah

Ds.Cerucuk Kec.Tanara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Mushollah Baitul Mutasin
Ds.Cerucuk Kec.Tanara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ikatan Remaja Mutaqin
Ds.Lempuyang

Kec.Tanara

25,000,000.00 25,000,000.00

- Risma Remaja Dael Tuqu
Ds.Kelapian Kec.Pontang

20,000,000.00 20,000,000.00

- Majelis Ta'lim Sabililah
Kp.Pancuran

Ds.Lebakwana

25,000,000.00 25,000,000.00

- Majelis Ta'lim Mutaqin
Kp.Lemah Abang
Ds.Lebakwana

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Komunikasi
Pemuda Kp.Lebak Pulus

Ds.Lebakwana

25,000,000.00 25,000,000.00

- Kelompok Usaha Pemuda
Mandiri Kp.Jidol
Ds.Lebakwana

25,000,000.00 25,000,000.00

- Majelis Ta'lim Madaruul
Ulum Kp.Masigit
Ds.Lebakwana

20,000,000.00 20,000,000.00

- Mushola Riyadussolihin
Kp.Masigit Ds.Lebakwana

Kec.Kramatwatu

25,000,000.00 25,000,000.00

- Forum Pemuda
Ds.Pesanggrahan

Kec.Pabuaran

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Nurul
Islam/Madrasah Diniyah

Kp.Babakan
Ds.Panamping
Kec.Bandung

50,000,000.00 50,000,000.00

- Forum Pemuda Peduli
Lingkungan Kramatwatu

BKP 5B No.4A
Ds.Margatani Kramatwatu

50,000,000.00 50,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

- Bina Insani
Kp.pengasinan Kidul
Ds.Waringinkurung

20,000,000.00 20,000,000.00

- Yayasan Al-Istiqomah
Komp.GSI Blok E 5-6
Ds.Waringinkurung

30,000,000.00 30,000,000.00

- Pesantren Al-Istiqomah
Kp.Gadog

Ds.Pesanggrahan
Kec.Pabuaran

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Iqro-Al Iklas
Kp.Citerep Ds.Kadu

Beureum Kec.Pabuaran

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Al Amaliyah
Kp.Laban Kec.Tirtayasa

50,000,000.00 50,000,000.00

- Forum Pemuda Laban
Bersatu Kp.Laban
Ds.Puser Tirtayasa

50,000,000.00 50,000,000.00

- Ikatan Remaja Wanayasa
Ds.Wanayasa
Kec.Pontang

20,000,000.00 20,000,000.00

- Masjid Al Husna Yayasan
Dowa Al Islami
Ds.Wanayasa
Kec.Pontang

75,000,000.00 75,000,000.00

- Majelis Ta'lim Tazwidil
Qur'an Kp.Pacet

Ds.Kepandean Kec.Ciruas

10,000,000.00 10,000,000.00

- Majelis Ta'lim Ad-
Dzikriyah Kp.Payirapan
Masjid Ds.Panyirapan

Masjid Baros

50,000,000.00 50,000,000.00

- TTKDH Panji Karya Sakti
Kp.Sengir Kec.Baros

50,000,000.00 50,000,000.00

- Lembaga Pendidikan
Sepak Bola Ds.Anyar

Kec.Anyar

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Irsyadul
Muqtaqin Kp.Dagan
Ds.Grogol Kec.Anyar

50,000,000.00 50,000,000.00

- Pondok Pesantren
Bidayatul Ulum Majelis

Talim Kp.Sobi Lor
Ds.Margagiri

Kec.Bojonegara

50,000,000.00 50,000,000.00

- Organisasi Pemuda Cipta
Karya (OPCK) Kp.Sumur

Gading Ds.Margagiri
Kec.Bojonegara

50,000,000.00 50,000,000.00

- Mushola Ak-Ikhlas Cipatat
Ds.Kaduberem

40,000,000.00 40,000,000.00

- Padepokan Pencak Silat
Lutung Kasarung

Kp.Cisitu Pabuaran

25,000,000.00 25,000,000.00

- Mushola Al Ikhlas
Kp.Cicau Pabuaran

10,000,000.00 10,000,000.00

- Paguyuban Pemuda
Pandawa Cisitu

Ds.Kaduberem Pabuaran

25,000,000.00 25,000,000.00

- Masjid Baetul Mu'min
Kp.Kibaban Ds.Gembor

Udik Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- Mushollah Al Iklas
Kp.Badak Lor Ds.Gembor

Udik Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- AMPI Kab.Serang 50,000,000.00 50,000,000.00

- Karang taruna
Ds.Serdang

25,000,000.00 25,000,000.00

- Pondok Pesantren Nurul
Muhtadin

25,000,000.00 25,000,000.00

- Yayasan Bani Alim 50,000,000.00 50,000,000.00

- Panti Asuhankarya Asih 25,000,000.00 25,000,000.00

- Majlis Ta'lim Rodotul Ulum 25,000,000.00 25,000,000.00

- HMI Serang 25,000,000.00 25,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

- Yayasan Pendidikan Islam
Raudhotun Hasanah

Kp.Koper Kompa
Ds.Koper Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Jami Assalam
Perum Cisait Puri Pratama

Ds.Cisait Kec.Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Alhidayah
Kp.Ranca Dadap Ds.Dahu

Kec.Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Nurul Ayun
Kp.Pabrik Ds.Katulisan

Kec.Cikeusal

50,000,000.00 50,000,000.00

- Paguyuban P3M Pasgalo
Kp.leuweung Kolot

Tunjungteja

50,000,000.00 50,000,000.00

- MT Al-Hidayah Kp.Kukun
Ds.Bandung Kec.Bandung

50,000,000.00 50,000,000.00

- Mushola Al-Falah
Kp.Kidalang Ds.Mander

Kec.Bandung

15,000,000.00 15,000,000.00

- Mushola Nurul Iman
Kp.Kangkung Ds.Mander

Kec.Bandung

15,000,000.00 15,000,000.00

- MT Riyadul Mubtadiin
Kp.Kukun Ds.Bandung

Kec.Bandung

50,000,000.00 50,000,000.00

- Madrasah Al-Hidayah
Kp.Taman

Ds.Pangawinan

20,000,000.00 20,000,000.00

- Mizanul Ulum Kp.Krawen
Ds.Dukuh Kec.Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- KOWAP (Komunitas
Wanita Progresif)

Kp.Cigatel Ds.Kramatjati
Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Madrasah Dinitah Nurul
Yakin Kp.Bunar

Ds.Sukajadi Kragilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Kelompok Tani Mitra Cai
Ds.Songgong Jaya

Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- Masjid Al-Mudzakkaroh
Bumi CIkande Indah

Kec.Cikande

50,000,000.00 50,000,000.00

- Kelompok Pemuda
Kp.Ajeg Ds.Cikande

Kec.Cikande

25,000,000.00 25,000,000.00

- Mushola/Majlis Ta'lim Gria
Blok Palem Ds.Cikande

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ikatan Sarjana Peduli
Pembangunan

25,000,000.00 25,000,000.00

- Yayasan SUara
Perempuan Banten

25,000,000.00 25,000,000.00

- Ponpes Al-Birru 50,000,000.00 50,000,000.00

- Majelis Ta'lim Miftahul
Munir Kp.Padaharan
Ds.Garut Kec.Kopo

50,000,000.00 50,000,000.00

- Forum Pemuda Ciawet
Pul Kp.Ciawet Pul

Ds.Majasari Jawilan

25,000,000.00 25,000,000.00

- Paguyuban Pemuda
Kp.Cimasuk Ds.Cikande

Kec.Cikande

25,000,000.00 25,000,000.00

- DKM Miftahul Jannah
(Masjid) Kp.Pasir Asem
Ds.Majasari Kec.Jawilan

50,000,000.00 50,000,000.00

- Yayasan Islam
Ibadurohman Kp.Kubang
Awan Ds.Citerep Ciruas

40,000,000.00 40,000,000.00

- Lembaga Mosco
Kp.Mandaya Ds.Pemanuk

Carenang

35,000,000.00 35,000,000.00

- Yayasan Mitra Anak
Bangsa Jl.Ciptayasa

Ds.Singarajan

45,000,000.00 45,000,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Kec.Pontang

- Yayasan Binaul Izzah
Jl.Banten Ds.Kubang Puji

Pontang

30,000,000.00 30,000,000.00

- YPI Al-Khairiyah
Ds.Domas Ds.Domas

Kec.Pontang

100,000,000.00 100,000,000.00

- Yayasan Bina Raksa
Insani Banten Ds.Domas

Kec.Pontang

50,000,000.00 50,000,000.00

- Marcing Band Bahasa
Samugana Kab.Serang

50,000,000.00 50,000,000.00

- As Shulton Kp.Pasir
Ds.Ketor Kec.Kibin

50,000,000.00 50,000,000.00

- Baitul Falah Kp.Pasir
Ds.Ketos Kec.Kibin

25,000,000.00 25,000,000.00

- Al Istikomah Kp.Ocit
Ds.Ciagel Kibin

50,000,000.00 50,000,000.00

- Nurul Islam
Kp.Kepondoan

Ds.Sukamaju Kibin

25,000,000.00 25,000,000.00

- Paguyuban Pemuda Pasir
Menyan Ds.Sukaratu

Cikeusal

50,000,000.00 50,000,000.00

- Mushola Al-Huda Kp.Dahu
Ds.Bantar Panjang

Cikeusal

50,000,000.00 50,000,000.00

Bantuan Hibah Panitia Raker
dan Pembinaan Anggota LPM

Kecamatan

200,000,000.00 - 200,000,000.00

- Bantuan Hibah Panitia
Raker dan Pembinaan

Anggota LPM Kecamatan

200,000,000.00 200,000,000.00

Bantuan Hibah Anggota
Balakar Kecamatan

100,000,000.00 - 100,000,000.00

- Bantuan Hibah Anggota
Balakar Kecamatan

100,000,000.00 100,000,000.00

BELANJA BANTUAN SOSIAL 4,685,000,000.00 - 4,685,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan

3,885,000,000.00 - 3,885,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial Organisasi
Kemasyarakatan

3,885,000,000.00 - 3,885,000,000.00

- Dana Siap Pakai (DSP) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

- PAMSIMAS II (DTRBP) 660,000,000.00 660,000,000.00

- Bantuan mesin jahit 75,000,000.00 75,000,000.00

- Bansos KUBE (Dinsos) 300,000,000.00 300,000,000.00

- BLSM PUM DKPESDM 850,000,000.00 850,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anggota Masyarakat

800,000,000.00 - 800,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anggota Masyarakat

800,000,000.00 - 800,000,000.00

- Bantuan Kadeudeuh 500,000,000.00 500,000,000.00

- Panglayad 300,000,000.00 300,000,000.00

BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KAB/KOTA/PEMERINTAH

DESA

0.00 29,378,323,290.00 29,378,323,290.00

Belanja bagi hasil pajak daerah
kepada Pemerintah Desa

0.00 26,278,045,750.00 26,278,045,750.00

Belanja bagi hasil retribusi daerah
kepada Pemerintah Desa

0.00 3,100,277,540.00 3,100,277,540.00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI

POLITIK

185,395,376,972.00 9,649,267,728.00 195,044,644,700.00

Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa

184,407,612,972.00 9,649,267,728.00 194,056,880,700.00

Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa

51,469,974,482.00 38,343,809,518.00 89,813,784,000.00



URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (+) / (-) SETELAH PERUBAHAN

Belanja Bantuan Alokasi Dana
Desa

132,937,638,490.00 (28,694,541,790.00) 104,243,096,700.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik

987,764,000.00 - 987,764,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik GOLKAR

180,239,000.00 180,239,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik DEMOKRAT

70,252,000.00 70,252,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik PDIP

101,580,000.00 101,580,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik PPP

111,043,000.00 111,043,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik PAN

82,275,000.00 82,275,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik GERINDRA

124,193,000.00 124,193,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik HANURA

65,293,000.00 65,293,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik PKS

87,116,000.00 87,116,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik NASDEM

67,847,000.00 67,847,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
Politik PKB

64,779,000.00 64,779,000.00

Belanja Bantuan Kepada Partai
PBB

33,147,000.00 33,147,000.00

BELANJA TIDAK TERDUGA 1,639,790,000.00 - 1,639,790,000.00

Belanja Tak Terduga 1,639,790,000.00 1,639,790,000.00

3.2PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM BELANJA LANGSUNG

Untuk menunjang pencapaian target kinerja daerah tahun 2015,

seluruh SKPD telah mengajukan rencana perubahan dalam belanja

langsungnya, meliputi penambahan / pengurangan pagu anggaran pada

masing-masing kegiatan, perubahan sasaran, maupun lokasi yang telah

direncanakan dalam Renja SKPD maupun DPA SKPD tahun 2015.

Adapaun rencana perubahan Belanja langsung SKPD secara ringkas

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6
Rencana Perubahan Belanja langsung tahun 2015

SKPD APBD 2015 + / - Perubahan RKPD 2015

1 2 3 4

Disdikbud 202,339,224,998.00 2,500,000,000.00 204,839,224,998.00

Akper 4,287,753,236.00 4,287,753,236.00

Dinkes 96,879,917,987.00 2,860,779,400.00 99,740,697,387.00

RSUD (BLUD) 124,000,000,000.00 124,000,000,000.00

RSUD (Subsidi) 22,428,549,198.00 2,060,000.00 22,430,609,198.00

DPU 259,925,122,687.00 259,925,122,687.00

BPBD 4,539,732,318.00 4,539,732,318.00

DTRBP 70,364,060,261.00 70,364,060,261.00

Bappeda 11,157,347,446.00 11,157,347,446.00

Dishubkominfo 53,298,324,690.00 53,298,324,690.00

B L H 4,338,725,034.00 4,338,725,034.00

Disdukcapil 5,306,125,122.00 5,306,125,122.00

BKBPMP 19,262,980,150.00 19,262,980,150.00



SKPD APBD 2015 + / - Perubahan RKPD 2015

1 2 3 4

Dinsos 4,272,913,435.00 4,272,913,435.00

Disnakertrans 8,232,148,797.00 8,232,148,797.00

Diskopperindag 17,961,507,061.00 1,880,500,000.00 19,842,007,061.00

Satpol PP 2,426,147,773.00 2,426,147,773.00

Setda 129,137,597,305.00 129,137,597,305.00

Set DPRD 36,404,461,689.00 36,404,461,689.00

Dispenda 9,592,344,150.00 9,592,344,150.00

Inspektorat 5,711,273,982.00 5,711,273,982.00

B K D 5,497,448,171.00 5,497,448,171.00

Kecamatan 20,300,000,000.00 2,807,784,000.00 23,107,784,000.00

BPTPM 2,458,808,947.00 2,458,808,947.00

U L P 1,472,446,023.00 1,472,446,023.00

Set DP Korpri 433,963,021.00 433,963,021.00

BPPKP 9,044,893,058.00 9,044,893,058.00

KAPD 1,489,460,286.00 1,489,460,286.00

Dispertahutbunnak 16,089,745,089.00 23,475,800,000.00 39,565,545,089.00

Disparpora 7,554,994,575.00 7,554,994,575.00

DKPESDM 17,086,679,418.00 17,086,679,418.00

JUMLAH
1,173,294,695,907.00 33,526,923,400.00 1,206,821,619,307.00

3.3PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana tersebut dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2015,

bahwa Penerimaan pembiayaan tahun 2015 diasumsikan berasal dari dua

sumber, yaitu dari SiLPA tahun 2014 yang besarannya ditetapkan secara

rasional, dan dari bagi hasil laba BUMD sealain Bank Jabar Banten (BJB).

Adapun pengeluaran pembiayaan diasumsikan untuk penyertaan modal

BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun

2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun

2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten, PT.Serang Berkah Mandiri, PD Bank Perkreditan

Rakyat, Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-LPK) Ciomas, Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Serang.

Dalam Perubahan RKPD 2015, rencana penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.



BAB IV

PENUTUP

Perubahan RKPD merupakan upaya perbaikan atas rencana yang telah

ditetapkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD. Perubahan RKPD

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 yang

mengatur penyusunan dan pengendalian RKPD untuk tahun 2015.

Dengan ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun

2015, seluruh komponen, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD diharapkan

dapat bersinergi dalam melakukan upaya terus menerus dalam mencapai

target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2015 selanjutnya dijadikan

acuan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015.

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN


